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ABSTRAK 

 

Pelaksanaan pembangunan yang baik merupakan salah satu proses dalam 

pengembangan desa yang memberikan peran besar bagi kemajuan kampung. 

Untuk melaksanakan pembangunan yang baik tentunya membutuhkan 

pengelolaan anggaran yang sesuai peraturan  perundang-undangan agar jalannya 

pembangunan sesuai dengan tujuan dan keinginan masyarakat. Dengan adanya 

manajemen pengelolaan dana desa yang baik, diharapkan Kampung Tensaran 

dapat lebih meningkatkan pembangunan  berdasarkan kepentingan kampung dan 

kemauan masyarakat Kampung Tensaran. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana efektifitas pengelolaan dana desa pada Kampung Tensaran  

pada tiap periode tahun berjalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah motode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penilitian ini 

meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.  Hasil penelitian menunjukan 

bahwa pengelolaan dana desa di kampung Tensaran sesuai dengan Permendagri  

Nomor  114 Tahun 2014. Dijelaskan bahwa dana desa harus dikelola dengan 

manajemen keuangan yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan dan juga pertangungjawaban, sehingga memberikan 

manajemen yang efektif dalam pengelolaan dana desa yang mampu memberikan 

kesesuaian kinerja pembangunan yang efektif. Hasil penelitian ini menyimpulkan 

bahwa pengunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur Kampung 

Tensaran sudah cukup baik. Hal ini dapat kita lihat kampung tersebut mengalami 

perubahan dan perbaikan pada tiap tahunnya, walaupun dalam kegiatan 

pembangunan masih mengalami hambatan-hambatan yang merupakan sebuah 

kewajaran yang terjadi dalam suatu daerah.  

 

Kata Kunci : Pengelolaan, dana desa, pembangunan infrastruktur. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Konsep pembangunan khususnya di Indonesia tidak terlepas dari nilai 

sistem administrasi yang memiliki arah dan tujuan yang telah direncanakan, 

karena pembangunan merupakan agen perubahan dengan tujuan peningkatan 

kesejahteraan bagi masyarakat dalam berbagai aspek. Kemudian dalam nilai 

pembangunan harus ada sebuah perubahan untuk memiliki nilai peningkatan 

sebagai proses pelaksanaan penyelengaraan proses administrasi. 

Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah 

diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh daerah untuk 

membangun daerahnya sendiri dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, 

kebijakan untuk mempermudah jalannya organisasi dalam peningkatan 

pembangunan di setiap daerah atau pedesaan. 

Sebuah pembangunan pada setiap daerah harus memiliki tekhnis 

pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparansi mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dengan tujuan 

untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
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Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa juga bertanggung jawab untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam hal peningkatan 

kesejahteraan, pemerintah melakukan upaya dengan membuat suatu kebijakan 

yang berpengaruh dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan 

pedesaan juga merupakan suatu program pembangunan yang dilakukan secara 

terencana atau meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti 

peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan, maupun perumahan.
1
 

Dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikatakan bahwa 

pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, 

kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan 

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan kondisi 

ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 

berkelanjutan.
2
 

Salah satu instrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan 

pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur karena infrastruktur merupakan 

kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang aktivitas 

sosial dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil 

dari keberhasilan suatu perencanaan, maka salah satu keberhasilan otonomi 

daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhnya pembangunan 

infrastruktur bagi masyarakat. 

                                                             
1
Zuhaqiqi, “Peran Pemerintahan Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat”, Skripsi, 

(Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020). 

 
2
Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
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Kampung Tensaran terletak di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh 

Tengah. Kampung Tensaran ini dulunya termasuk kampung terpencil Kecamatan 

Bebesen. Dahulu, banyak masyarakat mengeluh bahwa di Kampung Tensaran 

kurangnya pelaksanaan pembangunan yang memberikan nilai yang kurang 

memuaskan terhadap masyarakat. 

Seiring dengan berjalannya waktu, setelah adanya alokasi dana desa untuk 

pembangunan fisik di pemerintahan desanya,mulailah terlihat perkembangan 

Kampung yang semakin meningkat seperti pembangunan jalan yang telah 

dilakukan, pembangunan parit, dan pembagunan fisik lainnya. Pemerintah desa 

dan aparatur desa sangat berperan untuk mengubah Kampung Tensaran yang 

dulunya sangat tertinggal dan terpencil mulai menjadi Kampung yang maju dan 

menyetarai kampung-kampung lain yang ada di Kecamatan Bebesan. 

Kampung Tensaran merupakan kampung yang belum memiliki peningkatan 

pembangunan-pembangunan yang diantara Kampung  lain yang ada di Kecamatan 

Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Setelah itu adanya pergantian pemerintahan 

desa kini memiliki kemajuan dalam peningkatan pembangunan infratruktur dan 

peningkatan fasilitas pembangunan, seperti pembangunan jalan, MCK, kantor 

desa yang baru, taman jalan, air bersih, BUMDES, dan lain sebagainya bagian 

daripembangunan Kampung Tensaran. 

Selain itu, Kampung Tensaran memiliki prinsip transparansi dalam 

pengelolaan anggaran dana desa, dimana seluruh kegiatan dilakukan berdasarkan  

kemauan masyarakat dan seluruh anggaran pembangunan sudah beritahukan di 

papan pengeluaran pembangunan desa. Anggaran dana desa dalam pembangunan 
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fisik telah direncanakan dengan baik, dan ini merupakan  dampak dari sistem 

pengelolaan angaran yang efektif yang berpengaruh penting dalam proses 

pembangunan Kampung Tensaran. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat dan 

menganalisis permasalahan tersebut  dengan judul “Pengelolaan Dana Desa dalam 

Meningkatkan Infrastruktur Kampung Tensaran Kabupaten Aceh Tengah”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah yang akan dijadikan 

sebagai bahan penelitian adalah: 

1. Melihat bagaimana efektivitas pengelolaan dana desadalam peningkatan  

infrastruktur di Kampung Tensaran Aceh Tengah. 

2. Melihat hambatan yang ditemui pemerintah dalam proses pembangunan 

Kampung Tensaran Kabupaten Aceh Tengah 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini memfokuskan 

rumusan masalah yaitu:  

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa dalam peningkatan  

infrastruktur di Kampung Tensaran Aceh Tengah? 

2. Apa saja hambatan pengelolaan dana desa dalam peningkatan infrastruktur 

di Kampung Tensaran Kabupaten Aceh Tengah? 

1.4 Tujuan Penelitian  

Dari keseluruhan rumusan yang ada penelitian ini bertujuan untuk: 
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1. Untuk  mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa dalam peningkatan  

infrastruktur di Kampung Tensaran Aceh Tengah. 

2. Untuk mengetahui hambatan pengelolaan dana desa dalam peningkatan 

infrastruktur di Kampung TensaranKabupaten Aceh Tengah. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

  Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan konstribusi dalam 

meningkatkan pengetahuan peneliti sendiri sehingga mampu menghasilkan 

penelitian yang lebih mendalam dan penelitian ini diharapkan mampu 

menambah wawasan keilmuan mengenai pengelolaan dana desa dalam 

meningkatkan infratruktur desa. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Bagi pemerintahan desa, diharapkan dapat memberi gambaran mengenai 

pemanfaatan dana desa terhadap pembangunan yang operasional sehingga 

lebih efektif dan efisien 

b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan bagi masyarakat desa untuk pembangunan mengenai 

pemanfaatan anggaran dana desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi 

dalam menyukseskan dan membantu pemerintahan desa dalam 

peningkatan pembangunan. 
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1.6 Penjelasan Istilah 

1. Menurut G.R Terry, pengelolaan merupakan suatu proses yang memiliki ciri 

khas yang meliputi segala tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan, 

pengorganisasian, dan pengendalian yang bertujuan untuk menentukan dan 

mencapai sasaran-sasaran yang sudah ditentukan melalui pemanfaatan 

berbagai sumber diantaranya sumber daya manusia dan sumber-sumber 

lainnya.
3
 

2. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, 

pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4
 

3. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk 

memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.
5
 

4. Infrastruktur adalah sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, 

drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan 

                                                             
3
Muhammad Mustari, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 

1. 
4
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Petunjuk Pelaksanaan 

Bimbingan dan konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, (Jakarta: Bpkp, 2015). 

 
5
Kumba Digdowiseiso, Teori Pembangunan, (Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas 

Nasional- LPU UNAS, 2019) , h. 8. 
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untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun 

kebituhan ekonomi.
6
 

5. Reje Kampung adalah sebutan untuk kepala desadi Aceh Tengah. 

6. Kualitatif merupakan metode penelitian yag sering disebut sebagai metode 

penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang 

alamiah dengan memperhatikan situs-situs lokasi penelitian dengan data 

kualitatif, tidak menggunakan metode matematik statistik dan analisisnya 

lebih bersifat kualitatif.
7
 

7. Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) adalah suatu dokumen 

yang memuat perkiraan, penerimaan, dan pengeluaran serta perincian 

berbagai kegiatan di bidang pemerintahan negara yang berasal dari 

pemerintah untuk waktu satu tahun.
8
 

8. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu aspek yang penting dari 

sebuah desa sebagai pendorong untuk menjalankan program-program dari 

pemerintahan, termasuk di antaranya adalah program untuk 

menyejahterakan masyarakat di wilayahnya.
9
 

                                                             
6
Grigg Neil, Isfrastructure Engineering and Manajemen, (John Wiley and Son, 1988), h. 

52. 
7
Muh. Fitrah dan Luthfiyah, Metode Penelitian; Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas dan 

Studi Kasus, (Jawa Barat: Jejak, 2017), h. 44. 

 
8
Hera Novita, Analisis Tingkat Penyerapan Anggaran Triwulan I Sampai dengan 

Triwulan III Tahun Anggaran 2018 Pada Satuan Kerja di Kewilayahan Polda Jatim, Jurnal Mitra 

Manajemen, Vol. 4, No. 10 Oktober 2020. 

 
9
Risya Novita Sari, Dkk, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Perspektif 

Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No 11. 
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9. Pemerintahan Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
10

 

 

 

 

1.7     Metode Penelitian 

1.7.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, penelitian kualitatif 

merupakan suatu penelitian dengan mengumpulkan data di lapangan dan 

menganalisis serta menarik kesimpulan dari data tersebut. Metode penelitian 

kualitatif sering juga disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya 

dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting).
11

 

Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik, karena data yang diperoleh 

dari penelitian ini seperti hasil pengamatan, wawancara, pemotretan, cuplikan 

tertulis dari dokumen, catatan lapangan, dan disusun peneliti di lokasi penelitian, 

serta tidak dituangkan dalam bentuk bilangan statistik. Dengan menggunakan 

pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai 

“Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Infrastruktur Kampung Tensaran 

Kabupaten Aceh Tengah.” 

1.7.2  Fokus penelitian  

                                                             
10

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Petunjuk Pelaksanaan 

Bimbngan dan konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, (Jakarta: Bpkp, 2015). 
11

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2014), h.14 
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NO  Dimensi Indikator 

1.  Pengelolaan dana desa a. Perencanaan  

b. Pelaksanaan  

c. Penatausahaan  

d. Pelaporan  

e. pertanggungjawaban 

2.  Penghambat dan pendukung  a. Internal 

b. Eksternal  

Sumber: PERMENDAGRI No 114 Tahun 2014 

1.7.3 Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian yang dimaksudkan di sini adalah tempat memperoleh 

sumber data yang dilakukan oleh penelti. Penelitian ini dilakukan di Kampung 

Tensaran  beralamat di Kampung Tensaran, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh 

Tengah. 

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian Kampung Tensaran Aceh Tengah 

didasari atas beberapa pertimbangan yaitu di Kampung tersebut terdapat 

permasalahan yang ingin diteliti yang berkaitan dengan tujuan penelitian. 

Kemudian berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada observasi awal terlihat 

bahwa penggunaan anggaran dana desa yang digunakan sepenuhnya untuk 

pembangunan desa, yang dulunya Kampung Tensaran itu kampung yang masih 

tertinggal tapi dengan pemanfaatan dana desa yang baik membuat Kampung 

Tensaran lebih maju. 

Kampung Tensaran memiliki daya tarik tersendiri, dikarenakan adanya 

keterbukaan dari pihak aparatur desa terutama kepala desa terhadap penelitian 

yang akan dilaksanakan. Inilah alasan peneiliti ingin melakukan penelitian di 

salah satu lembaga desa di salah satu Kabupaten Aceh Tengah. 
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1.7.4 Sumber dan jenis Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. 

1. Data primer merupakan data atau informansi yang langsung diberikan 

kepada peneliti (pengumpul data).
12

Maka dari itu data primer harus 

dikumpulkan langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara orang lain. 

Dalam penelitian ini data primer merupakan data yang didapatkan langsung 

dari hasil observasi, dokumentasi, wawancara dengan informan yang telah 

ditentukan. 

2. Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari berbagai dokumen yang 

disediakan oleh Kampung Tensaran Aceh Tengah maupun dari skripsi, 

peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian yang dapat memberikan 

informasi terkait dengan pengelolaan danadesa dalam peningkatan 

infrastruktur desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan Kampung 

Tensaran Kabupaten Aceh Tengah. 

1.7.5 Informan Penelitian 

Subjek penelitian ini pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan 

hasil penelitian. Subjek penelitian yang dimaksud peneliti adalah kepala 

desaTensaran Aceh Tengah, Aparatur desa dan masyarakat Kampung Tensaran 

Aceh Tengah. 

Subjek penelitian pertama yang akan diteliti adalah kepala desa. Alasan 

peneliti menjadikan kepala desa sebagai subjek penelitian adalah karena kepala 

                                                             
12

Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: PT 

Alfabet), h. 38. 
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desa sangat berperan dan mempunyai pengaruh besar dalam peningkatan 

pembangunan melalui penggunaan anggaran dana desa. Subjek penelitian yang 

kedua adalah aparatur desa, karena aparatur desa yang memanfaatkan dan 

mengelola dan membantu kepala desa dalam pembangunan desa. Subjek 

penelitian yang ketiga yaitu masyarakat. Alasan peneliti menjadikan masyarakat 

sebagai subjek penelitian karena masyarakat yang merasakan langsung dampak 

dari pembangunan desa tersebut. 

Tabel 1.1 Informan Penelitian 

No Informan Jumlah Alasan  

1 Reje  1 Orang 
Reje merupakan pemegang kekuasaan 

pengelolaan kampong 

2 

Aparatur desa ( Bendahara, 

Sekretaris dan kaur 

pembangunan) 

2 Orang 

- Bendara merupakan penatausahaan 

penerimaan dan pengeluaran 

keuangan kampung 

- Sekretaris merupakan koordinator 

pelaksana teknik pengelolaan 

keuangan kampung 

- Kaur pembangunan merupakan 

penyusun rencana pelaksanaan 

kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya. 
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3 

Masyarakat desa yakni : 

1 orang Tokoh Agama 

1orang Perwakilan 

kelompok petani 

1 orang Perwakilan 

kelompok pendidikan 

1 orang Perwakilan 

kelompok miskin  

1 masyarakat pengelola 

BUMK 

5 Orang 

5 unsur masyarakat ini merupakan 

perwakilan dalam perencanaan 

pembangunan. 

 

Jumlah 8 orang  

Sumber: Kampung Tensaran 2021  

 

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah: 

1. Observasi adalah memperhatikan sesuatu dengan pengamatan langsung 

meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan 

menggunakan alat indera yaitu melalui penglihatan.
13

Teknik observasi 

digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, 

perilaku, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar. Proses 

observasi ini, peneliti dapat mengamati situasi-situasi yang ada di lapangan 

dengan mencatat apa-apa yang dianggap penting guna menunjang terhadap 

tujuan penelitian. Dalam observasi, peneliti mengumpulkan informasi 

tentang pembangunan-pembangunan yang berada di Kampung Tensaran 

khususnya pada pembangunan infrastruktur. 

                                                             
13

Suharsimi Arikundo, Prosedur Penelitian Suatu Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 

h. 133. 
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2. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan informasi yang 

dilakukan dengan mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Wawancara ini berpedoman kepada daftar pertanyaan yang 

sudah disiapkan oleh peneliti.
14

 Wawancara dapat diperoleh dengan 

mengumpulkandata pembangunan kampung, yang dilakukan untuk 

menggali informasi tentang pengelolaan dana desadalam meningkatkan 

infrastruktur Kampung Tensaran Kabupaten Aceh Tengah. 

3. Dokumentasi adalah pengumpulan data dari data-data  yang telah di 

dokumentasikan dalam berbagai bentuk. Ia dapat diartikan suatu metode 

pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-

dokumen  yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang 

subjek. Sugiyono menyatakan bahwa dokumen adalah catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang.
15

Dokumentasi yang dilakukan dengan 

menelusuri beberapa dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian guna 

mendapatkan data sekunder yang berupa buku, undang-undang, jurnal, 

skripsi, artikel dan dokumen-dokumen tentang pengelolaan dana desadalam 

meningkatkan insfratruktur Kampung Tensaran Kabupaten Aceh Tengah. 

1.7.7 Teknik Keabsahan Data 

  Teknik pemeriksaan keabsahan data sangat diperlukan dalam melakukan 

penelitian demi velibitas dan reabilitas data yang telah dikumpulkan.Adapun 

                                                             
14

Rusdin Pohan, Metodologi  Penelitian, (Banda Aceh: Ar-Rijal Institute, 2017), h. 37 

 
15

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 2014. Metode Penelitian 

Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta), h. 329. 
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teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik triagulasi data.Menurut 

Sugiyono teknik triangulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama yaitu 

teknik observasi,wawancara, dan studi dokumentasi untuk sumber data yang sama 

secara serentak. 

  Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa 

fenomena, tetapi lebih kepada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang 

telah ditemukan. Oleh karena itu, teknik ini dimaksud untuk mengecek data yang 

telah diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah digunakan. 

 

1.7.8 Teknis Analisis Data 

1. Reduksi data adalah proses dalam penyederhanaan data yang terkait dengan 

fokus penelitian. Dengan cara menganalisis dan mengolah data dengan 

tujuan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membuat hasil penelitian. 

2. Penyajian data yaitu proses yang dilakukan dalam penyusunan informasi 

menjadi bentuk yang sederhana agar dapat dipahami maknanya. Dengan 

sistematika sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan. 

3. Penarikan kesimpulan adalah langkah dalam melakukan penelitian dengan 

menafsirkan data secukupnya terhadap data yang telah diolah dengan 

lengkap dan jelas, dengan tujuan dapat menjawab rumusan masalah yang 

diteliti dalam penelitian sebagai hasil kesimpulan yang valid. 
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      BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Di sini, penulis mencantumkan hasil dari kajian penelitian terdahulu yang 

relevan dengan masalah yang diteliti yaitu:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia dengan judul skripsi “Analisis 

Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa (studi kasus pada kecamatan 

V koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 

2015).”
16

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan 

dana desa yang dilaksanakan di desa tersebut, yaitu dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawabanya apakah sudah 

didasarkan pada prosedur dan aturan yang berlaku, apakah prinsip-prinsip 

pengelolaannya sudah mampu diwujudkan. Faktor-faktor penunjang dan 

pengahambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemanfaatan dana desa. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Karimah, Shaleh dan Wanuswatie yang 

meneliti tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan 

Masyarakat desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Secara  

subtansi ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu partisipasi masyarakat 

pada tahap perencanaan, pengawasan, pertangung jawaban, dan transparansi 

yang belum maksimal. Hanya kepala desa yang terlibat aktif dalam setiap 

                                                             
16

M. Rinaldi Aulia, “Analisis Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintahan Desa (Studi 

Kasus pada Kecamatan V Koto Kampung dalam Kabupaten Padang Pariaman”, Skripsi, (Banda 

Aceh, Universitas Syiah Kuala, 2016). 
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tahapan pengelolaan alokasi dana desa mulai dari perencanaan, mekanisme 

penyaluran dan pencairan dana, pelaksanaan, pengawasan, pertangungjawaban 

sampai pada transparansi anggaran.
17

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Pandeiror, Pioh, dan Kairupan berjudul 

“Transparansi pengelolaan dana desa dalam pembangunan infratruktur di desa 

Diat Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow”, dalam jurnal ilmu 

pemerintahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan dan 

kelengkapan informasi tidak konsisten dari pemerintahan desa dan PBD yang 

melakukan perubahan rencana sepihak tanpa memberitahukan kepada 

masyarakat.Walaupun rencana pembangunan dapat diselesaikan dengan baik 

namun kurangnya transparansi informasi terkait pengelolaan pembangunan 

desa, sehingga pencapaian tujuan dalam pengelolaan yang dilakukan masih 

kurang efektif dalam pembangunan desa.
18

 

4. Penelitian selanjutnya di lakukan oleh Solichin danAkmal dengan judul 

“Persepsi Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan 

Infrastruktur Desa (Studi di desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Tolo Kabupaten 

Seluma), dalam jurnal penelitian sosial dan politik. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui gambaran persepsi gambaran masyarakat terhadap 

pemanfaatan dana desa dalam pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan 

kurangnya informasi dan transparansi dari pemerintahan desa padahal 

                                                             
17

Faizul Karimah, dkk, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, Jurnal Administrasi 

Publik, Vol. 2, No. 4.(Universitas Brawijaya Malanag, 2013). 

 
18

PriantoTiarPandeiror, dkk, TransparansiPengelolaan Dana Desadalam Pembangunan 

Infratruktur di DesaDiatKecamatanLolakKabupatenBolaangMongondow, Jurnal Jurusan Ilmu 

pemerintahan, Vol. 1, No. 1. (Universitas Sam Ratulangi, 2018). 
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transparansi sanagat dibutuhkan untuk membangun kepercayaan antara 

masyarakat dengan pemerintah desa.Hampir semua program dan proyek 

pemerintah mensyaratkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang 

menjadi penentu keberhasilan program pembangunan akan tetapi partisipasi 

masyarakat sering disalahgunakan.
19

 

 Penelitian ingin mengetahui pengelolaan dana desa dalam meningkatkan 

Infrastruktur di Kampung Tensaran Kabupaten Aceh Tengah. Peneliti ingin 

mengetahui tata kelola anggaran dana desa di Kampung Tensaran. 

2.2 Kerangka Konseptual 

2.1.1 Pengertian Dana Desa 

 Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Dalam pasal 1 diterangkan bahwa 

dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelengaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan 

pemberdayaan masyarakat.
20

 

 Menurut Hanif Nurcholis bahwa dana desa adalah semua hak dan kewajiban 

dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan 

                                                             
 

19
Solichin dan Samsul Akmal, Persepsi Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Desa Untuk 

Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi di desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Tolo Kabupaten 

Seluma), dalam Jurnal Penelitiansosial dan Politik. Vol. 7, No. 2, Desember 2018. 

 
20

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara. 
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uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

kewajiban desa tersebut.
21

Dapat diartikan juga bahwa dana desa adalah segala hal 

yang berkaitan tentang keuangan desa sebagai pelaksana kewajiban desa dalam 

memberikan peningkatan dan perubahan bagi desa. 

 Dana desa adalah salah satu pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran 

dan Pendapatan Negara (APBN) dalam penggunaannya yang terintegrasi dengan 

anggaran pendapatan dan belanja desa (APBdesa), dengan ini perencanaan 

program dan kegiatannya harus disusun terlebih dahulu melalui musyawarah 

dalam perencanaan dan pembangunan desa. Tujuan dari dana desa yaitu untuk 

pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
22

 

 Fokus penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian 

dana desa, dimana dana desa ini merupakan sumber pemicu pelaksanaan 

pembangunan diseluruh daerah. Dan dalam pengalokasian dana desa dalam setiap 

daerah yang diberikan oleh pemerintah biasanya diperhitungkan melalui tingkat  

kebutuhan ekonomi dan jumlah penduduk desa. 

2.1.2 Pengelolaan Dana Desa 

  MenurutMelayu S.P Hasibuan, pengelolaan adalah ilmu dan seni mengatur 

dalam proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, yang didukung 

oleh sumber-sumber dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan 

menurut Robin dan Coulter, pengelolaan adalah proses mengoordinasikan 

                                                             
21

Abu Rahum, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa 

Karyian Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3. No 4 

Tahun 2015. 
22

Yamulia Hulu, dkk, Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, 

Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 10. No. 1 Tahun 2018. 
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aktivitas-aktivitas kerja sehingga dapat selesai secara efektif dan efesien dengan 

melalui orang lain.
23

 

 Menurut Peraturan Menteri No 6 Tahun 2020 pasal 1 dana desa adalah dana 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang 

diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat.
24

 Jadi dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan dana tersebut ditransfer lewat 

Anggaran Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang selanjutnya 

ditransfer ke APB desa. Dana desa ini digunakan berdasarkan kewenangan dari 

pemerintah desa atas pengawasan dari pejabat yang berwenang agar tidak terjadi 

penyimpangan dalam pengunaan anggaran. 

 Pengelolaan dana desa memiliki pengaruh yang besar terhadap proses 

peningkatan pembangunan yang efektif, dikarenakan suatu pembangunan harus 

memiliki manajemen pengelolaan anggaran yang baik agar hasilnya sesuai dengan 

tujuan yang telah direncanakan. Dalam pengelolaan dana desa harus memiliki 

nilai keterbukaan dan nilai tangung jawab yang tinggi agar tidak memiliki dampak 

yang buruk terhadap pembangunan, karena banyak desa yang memiliki nilai 

pembangunan yang kurang efektif dikarenakan kurangnya manajemen 

pemerintahan desa yang kurang operasional dalam pengelolaan anggaran.  

                                                             
23

Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 1. 

 
24

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana desa Pasal1 Ayat 2. 
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 Untuk tahapan pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 dilakukan sebagai berikut: 

a. Penganggaran 

Penganggaran merupakan sebuah proses dalam gambaran keuangan yang 

telah direncanakan untuk sebuah kegiatan tertentu.  

b. Pengalokasian 

Sebuah proses ataupun tahanan yang dilakukan untuk memberikan alokasi 

dengan perencanaan yang telah ditentukan. 

c. Penyaluran 

Merupakan proses menyalurkan sesuatu dengan tahapan yang telah di 

rencanakan. 

d. Penanggungjawaban dan pelaporan 

Maksudnya dalam setiap bentuk pengelolaan dana desa yang telah 

dilaksanakan dipertangungjawabkan oleh pemerintah desa. Sedangkan 

pelaporan adalah proses hasil kegiatan dari penatausahaan keuangan desa 

yang dikelola dan disampaikan oleh pemerintahan desa kepada BPD, 

Pengawas dan masyarakat.
25

 

Dalam tahapan ini maksudnya adalah memberikan penilaian terhadap sebuah 

kegiatan yang telah dibuat sebagai proses peningkatan kinerja agar menjadi 

lebih efektif, nantinya dana desa utamanya digunakan untuk bidang 

pembangunan infrastruktur untuk kemajuan desa. 
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Abu Rahum, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa 

Krayan Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, Jurnal Pemerintahan, Vol. 3, No 4, Tahun 2015. 
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2.1.3 Tujuan Dana Desa 

 Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian penting yang 

tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh 

kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi 

secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh 

kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. 

Tujuan alokasi dana desa yaitu: 

a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan 

pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan. 

b. Meningkatkan kemampuan kemasyarakatan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai 

dengan potensi desa. 

c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan 

berusaha bagi masyarakat desa. 

d. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat. 

Menurut pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa alokasi dana desa 

bertujuan mempercepat pembangunan desa dengan alokasi dana yang 

dikelola langsung oleh masyarakat.
26

  

2.1.4. Dasar Hukum Dana Desa 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. 

2. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang “dana desa 

bersumber dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
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Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa. 
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3. Peraturan Menteri desa Nomor 5 Tahun pasal 5  tentang Penetapan 

Prioritas Penggunaan Dana Desa. 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang tata cara 

pengalokasian penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana 

desa.
27

 

2.3 Teori Pembangunan Infrastruktur 

Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, 

dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah bersama-sama dengan 

masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi pemerintah 

dengan menggunakan teknologi terpilih untuk memenuhi segala kebutuhan atau 

memecahkan masalah-masalah yang akan dihadapi demitercapainya mutu hidup 

atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari Suatu bangsa dan 

merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.
28

 

Pembangunan juga merupakan suatu unsur peningkatan  yang memberikan 

perubahan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, dalam pembangunan harus 

dibantu oleh pemerintah sebagai pengoordinasian pengelolaan pembangunan yang 

sesuai dengan kepentingan masyarakat. 

Pembangunan desa adalah sebuah kegiatan pembangunan di kampung yang 

dibuat berdasarkan kepentingan masyarakat. Tujuannya ialah memberikan 
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Endang Juliana, “Efektivitas Pemanfaatan Dana desa dalam Menunjang Pembangunan 

Pedesaan di Kabupaten Asahan,”Skripsi, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017), h. 21. 
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Mardikanto, Redefinisi dan Revitabilitas Penyuluhan Pembangunan dalam Membentuk 

Pola Prilaku Manusia Pembangunan, (Bogor: IPB Press, 2009), h. 105. 
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perubahan untuk memiliki pengembangan di desa berdasarkan perencanaan 

pembangunan. 

Pembangunan infrastruktur adalah suatu rangkaian yang terdiri atas 

beberapa bangunan fisik yang masing-masing saling berkaitan dan saling 

ketergantungan satu sama lainnya. Menurut Grigg infrastruktur merujuk pada 

sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-

bangunan gedung, dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.
29

 

Pembangunan infrastruktur memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan desa, 

dikarenakan adanya peningkatan dalam pengembangan desa. 

Pembangunan Infrastruktur desa mempunyai makna membangun 

masyarakat pedesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat. 

Jadi dapat diartikan bahwa pembangunan desa merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dengan pembangunan nasional, pembangunan desa merupakan ujung 

tombak keberhasilan pembangunan nasional.
30
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Adam Latif, dkk, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di desa 

Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, Jurnal Moderat, Vol. 

5, No. 1, Februari 2019. 
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Tifani Ardilah, dkk, Upaya  Kepala Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat, 

Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2, No. 1, h. 73. 



24 
 

 
 

2.4 Kerangka berfikir 

Dana desa diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat dan 

pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan bagi 

setiap daerah sebagai bentuk  pengembangan ekonomi maupun sosial masyarakat. 

Maka dari itu, dalam proses penyelenggaraan pembangunan disetiap daerah, 

pemerintahan desa harus mampu mengelola dana desa secara efektif yang 

memberikan manfaat besar bagi masyarakat, Karena sering dijumpai 

pembangunan infrastruktur  yang tidak tepat dan tergolong kurang memberikan 

manfaat bagi masyarakat, dikarenakan lemahnya pengelolaan dana desa dan 

bentuk pertangungjawaban dari pemerintahan desa. Dengan demikian, 

pengelolaan dana desa harus dikelola dengan efektif, mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertangungjawaban. Berdasarkan 

beberapa teori maka digambarkan suatu kerangka berfikir sebagai alur berfikir 

penulis dalam penelitian ini: 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Kampung Tensaran 

3.1.1 Sejarah Kampung Tensaran  

Kampung Tensaran merupakan kampung yang berbatasan dengan Kampung 

Daling dengan ditandai adanya alur sampai ke tingkat yang sekarang disebut 

Kampung Bahgie.  Di kampung ini terdapat air terjun yang dijuluki dengan 

sebutan Tetajur Simen yang artinya air yang menggenang. Akibat jatuhnya air 

tersebut dinamakan Tensaran. Oleh karena itu kesepakatan Reje/Kepala desa Abu 

dengan Pulu Linge, pemekaran Kampung Daling menjadi kampung baru diberi 

nama dengan Kampung Tensaran dan air terjun tersebut menjadi batas kampung 

hingga saat ini semenjak tahun 1947. 

3.1.2 Sejarah Pemerintahan Kampung Tensaran 

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Dalam suatu kampung tentunya harus memiliki seorang 

pemimpin atau disebut Kepala Kampung. Kepala Kampung memiliki tugas-tugas 

seperti menyelenggarakan pemerintahan Kampung, melaksanakan pembangunan 

Kampung, dan pembinaan kemasyarakatan Kampung. 

Pemerintahan Kampung Tensaran sudah mengalami 12 pergantian Kepala 

Kampung sejak tahun 1947 sampai 2021. Berikut merupakan struktur 

pemerintahan Kampung Tensaran Kabupaten Aceh Tengah. 
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Tabel 3.1Sejarah Pemerintahan Kampung Tensaran 

No Nama Reje/Kepala Desa Periode 

1 Reje Abu 1947 – 1953 

2 M. Amin Bidin 1953 – 1958 

3 M. Amin 1958 – 1960 

4 A. Abu Tari 1960 – 1970 

5 Hasri A. Deka 1970 – 1975 

6 Abd. Muthalib 1975 – 1997 

7 Harun 1997 – 2000 

8 M. Yusuf Harun 2000 – 2005 

9 Rahmuddin 2005 – 2007 

10 Amran 2007 – 2013 

11 Ibrahim 2013 – 2019 

12 Hamidi 2019– Sekarang 

 Sumber data: Profil Kampung Tensaran 

3.1.3 Kondisi Kampung Tensaran 

Penyebaran kampung yang berada di Kabupaten Aceh Tengah tersebar di 

daerah dengan topografi perbukitan, dengan ketinggian diatas permukaan laut 

(DPL) 200 -2600 M dan bersuhu dingin serta daerah bercurah hujan tinggi. 

Kampung Tensaran merupakan salah satu kampung yang terletak di daerah 

perbukitan seperti tersebut di atas. Kampung ini juga merupakan salah satu daerah 

penghasil kopi terbaik diKabupaten Aceh Tengah yang mayoritas penduduknya 

berprofesi sebagai petani kopi. 
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3.1.4  Struktur Pemerintahan Kampung Tensaran 

Setiap lembaga pemerintahan harus mempunyai struktur organisasi yang jelas 

sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas dan kewajiban 

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang ada. Adapun struktur organisasi 

pemerintahan Kampung Tensaran adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.1. Struktur Pemerintahan Kampung Tensaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Profil Kampung Tensaran 

 

3.1.5 Geografis Kampung Tensaran 

Keadaan Geografis Kampung Tensaran hampir sama dengan kebanyakan 

kampung lain merupakan daerah perbukitan, dengan beriklim tropis (dua musim) 

yaitu musim hujan dan musim kemarau. Mayoritas lahan yang dimiliki kampung 

dimanfaatkan sebagai area perkebunan kopi sebagai andalan utama bagi 

penghasilan ekonomi masyarakat. Berikut adalah letak geografis Kampung 

Tensaran:  
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a. Sebelah Utara : Kampung Daling 

b. Sebelah Timur : Kampung Bahgie 

c. Sebelah Selatan : Kampung Lelabu 

d. Sebelah Barat : Kampung Pantan Sile 

3.1.6 Demografi dan Kependudukan Kampung Tensaran 

Sebaran penduduk Kampung Tensaran terbagi menjadi 2 dusun, setiap 

dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun/pengulu yang berfungsi sebagai 

Perwakilan Reje/Kepala Desa. Adapun 2 Dusun tersebut adalah Dusun Burmine 

dan Dusun Burbiah dengan total penduduk mencapai 569 jiwa dan memiliki lahan 

420 Ha. Berikut adalah beberapa tabel informasi tentang Kampung Tensaran: 

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk  KampungTensaran 

Jumlah Penduduk Kampung Tensaran 

No. Penduduk Dusun Jumlah 

1 Dusun Burbiah 222 Jiwa 

2 Dusun Burmine 347  Jiwa 

Jumlah 569 Jiwa 

Sumber data: Profil Kampung Tensaran Tahun 2020 

 

Tabel 3.3 Kondisi Fisik Kampung Tensaran 

No Pemanfaatan Lahan Volume 

1 Pemukiman 50 Ha 

2 Perkebunan 100 Ha 

3 Pertanian 200 Ha 
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4 Wisata dan olah raga 10 Ha 

5 Rawa 5 Ha 

6 Saluran Irigasi 1 Ha 

7 Jalan 700 Mt 

8 Jembatan dan gorong-gorong 12 Tittp 

Total Area Kampung 420 Ha 

 Sumber data: Profil Kampung Tensaran Tahun 2020 

3.2     Pembangunan Kampung Tensaran 

Dalam pembangunan Kampung Tensaran memiliki peningkatan yang signifikan  

yang terlihat pada tahun 2016-2020, dimana dalam hal pembangunan sudah mulai 

terlihat perkembangan pembangunan infrastruktur  pada tahun 2016-2020 

Kampung Tensaran sudah memiliki pembangunan fisik yang baik, dimana jika 

dilihat kampung tersebut sudah adanya perbaikan jalan, dimana memberikan 

manfaat yang besar kepada masyarakat, karena Kampung Tensaran merupakan 

wilayah dalam mayoritas pertanian, jadi masyarakat sangat membutuhkan jalan 

yang bagus sebagai pengangkut hasil pencarian mereka. Dan juga terlihat 

perkembangan lainya seperti pembangunan MCK, drainase, taman jalan, air 

bersih. 
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BAB IV 

DATA DAN HASIL PENELITIAN 

4.1  Pengelolaan Dana Desa dalam Peningkatan Infrastruktur di Kampung 

 Tensaran Kabupaten Aceh Tengah 

 

 Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan 

bagi desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk 

membiayai penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, dan 

kewenangan lokal skala desa. Dana desa dialokasikan oleh pemerintah pusat 

setiap tahunnya ke pemerintah daerah, penyaluran danadesa merupakan bentuk 

alokasi transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana desa akan 

terus dialokasikan setiap tahunnya sesuai dengan  amanah UU Nomor 6  Pasal 72 

Ayat 2 tahun 2014 yaitu salah satu dari pendapatan desa, maka pemerintah pusat 

berkewajiban mengalokasi dana desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

(APBN).
31

 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Pasal 2 Nomor 21 Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas 

penggunaan dana desa bertujuan untuk: 

a. Menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak 

asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang biayai oleh dana desa. 

b. Sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman 

teknis penggunan dana desa. 
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Hizkia Victor, Evaluasi Pengelolaan Dana Desa dengan Instrument Dimensi Pengukran 

Pengelolaan Dana Desa (DP2D2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” Jurnal 

Manajemen Bisnis dan Inovasi, h. 15. 



31 
 

 
 

c. Sebagai acuan bagi pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

penggunaan dana desa.
32

 

4.1.1 Penerimaan Dana Desa Tahun 2016-2020 

Berikut merupakan penerimaan anggaran dana desa yang telah dialokasikan pada 

Kampung Tensaran Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Pada Bidang 

Pembangunan pada tahun 2016-2020: 

Grafik 4.1 

Penerimaan Dana Desa dalam Pembangunan Kampung Tensaran 2016-2020 

Sumber: Kampung Tensaran (2021) 

Penerimaan Dana Desa (PDD) tahun 2020 menurun sebesar Rp.189 juta 

dibandingkan dengan penerimaan dana desa tahun 2019. Dalam 5 tahun terakhir 

dana kampungmemiliki  dana desa rata-rata Rp. 500 juta,penurunan penerimaan 

dana desa pada tahun 2020 pada pembangunan fisik diakibatkan karena adanya 

Covid 19 yang mengakibatkan dana dipakai sebagai peningkatan kesehatan 

masyarakat seperti memberikan bantuan tunai/non tunai, serta memberikan  

kegiatan pelatihan dalam peningkatan kesehatan masyarakat. 
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 21 Tahun 2015. 
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4.1.2 Pengelolaan Dana Desa di Kampung Tensaran  

Menurut Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 1  

menjelaskan bahwa alokasi dana desa adalah “dana perimbangan yang diterima 

kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah 

dikurangi dana alokasi khusus.” Sedangkan menurut Peraturan Bupati Aceh 

Tengah No 60 Tahun 2020 menjelaskan bahwa dana desa adalah “Dana yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan 

bagi desa yang ditransfer melalui anggaran dan pendapatan belanja daerah 

kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelengaraan 

pemerintahan,pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat.”
33

Tujuanya ialah untuk memberikan pedoman bagi 

pemerintahan kampung dalam menyusun  program kegiatan yang dibiayai dengan 

dana desa dan juga sebagai penyusunan program  kegiatan pembangunan yang 

dilakukan secara sinergis sesuai dengan arah dan Kebijakan Pembangunan 

Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten. 

Penyaluran dana desa kepada kampung harus diringi dengan kewajiban 

pelaksanaan pembangunan secara transparansi dan akuntabel dalam rangka 

mewujudkan pelaksanaan pembangunan pemerintahan yang baik yang sesuai 

dengan peraturan pemerintah. Pelaksanaan pembangunan secara transparan 

maksudnya adalah menggunakan anggaran secara lebih terbuka kepada 

masyarakat dengan memberikan suatu pendataan dalam pengeluaran dan 

pemasukan dari pengunaan anggaran dana desa. Sedangkan dalam pelaksanaan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Priotas Penggunaan Dana Desa 

Pasal 1. 
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pembangunan yang akuntabel maksudnya adalah suatu kewajiban pemerintahan 

desa dalam memberikan pertangungjawaban dalam pengelolaan dana desa 

mengenai kesesuaian prosedur pelaksanaan  dan pengelolaan dana desa terhadap 

kebijakan dan peraturan pemerintahan yang berlaku. 

Dalam pengalokasian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja daerah memiliki fungsi utama bagi kampung untuk mampu mengatur  

anggaran sesuai dengan kebutuhan kampung. Pengalokasian dana desa seharusnya 

memiliki manajemen pengelolaan anggaran yang efektif agar tidak disalahgun 

akan dalam pembangunan. Oleh sebab itu, kampung harus memiliki struktur 

organisasi dalam tingkat manajemen yang operasional dalam mengatur keuangan 

desa yang transparan untuk kemajuan kampung.  

Jika kita melihat Kampung Tensaran pada tahun-tahun sebelumnya, 

Kampung ini terindikasi kurang efektif dalam pengelolaan dana desa, Tetapi 

setelah adanya pergantian aparatur desa, mulai terlihat pengelolaan keuangan desa 

yang lebih efektif, dikarenakan adanya pengembangan dalam pembangunan desa 

dan partisipasi masyarakat sendiri yang berperan aktif dalam meningkatkan 

pembangunan desa. 

Dalam Permendagri  Nomor  113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa dana desa 

harus dikelola dengan manajemen keuangan yang baik, mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan juga pertanggungjawaban.
34

 

Keuangan desa dikelola dengan baik sesuai dengan sistem peraturan pemerintah, 

                                                             
34Permendagri  Nomor  113 Tahun 2014. 
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karena pengelolaan anggaran yang baik merupakan simbol peningkatan 

pembangunan. 

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam pengelolaan dana desa 

memiliki beberapa tahapan dalam pengelolaan dana desa: 

a. Perencanaan 

Perencanaan dana desa adalah proses pemikiran dan penentuan secara 

terencana untuk mendapatkan tujuan pelaksanaan pengelolaan dana, baik dari 

segi pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. 

Perencanaan pembangunan kampung secara berjangka meliputi: 

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKampung) 

untuk jangka waktu  6 (enam) tahun. RPJM Kampung, ditetapkan 

pelantikan reje kampung. RKP Kampung mulai disusun oleh pemerintah 

kampung pada bulan Juli tahun berjalan. Rancangan RPJM kampung 

memuat visi dan misi Reje Kampung, arah kebijakan pembangunan 

kampung, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan 

pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan 

kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung, 

b. Rencana pembangunan tahunan kampung atau yang disebut rencana 

rencana kerja pemerintahan kampung (RKP Kampung), pelaksanaan 

pembangunan kampung, merupakan penjabaran dari RPJM Kampung 

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pemerintahan Kampung menyusun 

RKP Kampung sebagai penjabaran RPJM kampung. 
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Dalam tahapan perencanaan pembangunan Kampung Tensaran juga  sudah 

dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang akan 

dijadikan sebagai program perencanaan pembangunan yang sesuai dengan 

peraturan pemerintahan. 

Seorang informan Reje Kampung memaparkan mengenai pelaksanaan 

perencanaan pembangunan Kampung Tensaran: 

“Dalam pelaksanaan pembangunan, kami melaksanakan musrenbang 

setiap tahun untuk menentukan priotas tiap tahunya, dan di sini Reje 

Kampung Tensaran memiliki RPJM dalam merencanakan pembangunan, 

dimana seluruh aparat desa dan masyarakat ikut serta dalam merencanakan 

pembangunan, yang biasanya kepala dusun diberikan arahan untuk 

pembangunan apa saja yang akan dibangun dalam setiap dusunnya.”
35

 

 

Bendahara Kampung Tensaran dalam perencanaan pembangunan Kampung 

Tensaran: 

“Setiap pembangunan yang ingin dibangun Kampung Tensaran ini 

berdasarkan dari kemauan dan kepentingan masyarakat yang akan 

dibangun setelah adanya musyawarah desa.”
36

 

 

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan 

dana desa di Kampung Tensaran memiliki pola pengelolaan berdasarkan 

musyawarah, dimana memiliki tujuan untuk memberikan peningkatan 

pembangunan secara terencana dan lebih terperinci agar pelaksanaan sesuai 

dengan perencanaan yang telah dimusyawarahkan. 
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b. Pelaksanaan 

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung dilaksanakan oleh 

reje, dibantu oleh pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK). 

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung ditetapkan dengan keputusan 

reje, dan PTPKK berasal dari unsur perangkat kampung yaitu banta/sekretaris, 

kaur urusan, bendahara.Dalam pelaksanaan pembangunan kaur pembangunan 

memiliki tugas sebagai menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, melaksanakan 

kegiatan bersama lembaga kemasyakatan kampung yang telah ditetapkan didalam 

APBKampung, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan 

pelaksanaan kegiatan kepada reje dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban 

pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 

Tim pelaksana kegiatan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan 

kegiatan untuk mengajukann permintaan pembayaran melalui surat permintaan 

pembayaran (SPP) berdasarkan rencana anggaran biaya yang diajukan oleh 

pelaksana kegiatan kepada reje dan diverikasi oleh banta. 

c. Penatausahaan 

Dalam penatausahaan pengelolaan keuangan kampung dilakukan oleh 

bendahara kampung, dengan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara teratur, 

melakukan penutupan kas setiap akhir bulan dan menuangkan dalam suatu 

berita acara penutupan kas, dan wajib mempertanggungjawabkan segala 

kegiatan melalui laporan pertanggungjawaban, 
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Dalam penatausahaan pembangunan Kampung Tensaran bendahara  

memiliki tugas dalam pendataan pengeluaran dan pemasukan, karena dalam 

akhir kegiatan pembangunan kampung harus memiliki laporan yang jelas 

sesuai pedoman yang telah dibuat dalam RPJM kampung. 

Seorang informan Bendahara Kampung Tensaran memaparkan hasil 

wawancara dalam penatausahaan pelaksanaan pembangunan Kampung Tensaran: 

“Dalam rangka penatausahaan, mendata seluruh pengeluaran dan 

pemasukan untuk dibuat laporan pembangunan. Data dalam laporan harus 

jelas karena akan dilaporkan.”
37

 

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam segala kegiatan 

pembangunan harus memiliki penatausahaan pembangunan yang baik, 

penatahausahaan dikatagorikan dalam pengawasan pembangunan. Disini 

pemerintahan harus memiliki manajemen dalam mengawasi kegiatan dan juga 

mendata kas keluar/masuk untuk keperluan pembangunan kampung, dan tujuanya 

adalah untuk memberikan transparansi dalam penggunaan anggaran dan sebagai 

bentuk pertangungjawaban pemerintah desa dalam memberikan pengawasan 

pembangunan. 

d. Pelaporan 

Dalam pelaporan, kaur pembangunanmembuat dokumen kwitansi/laporan 

kegiatan yang akan diserahkan kepada Banta/Sekdes untuk disusun menjadi LPJ 

(Laporan Pertanggungjawaban). Dalam pelaporan dana desa, reje menyampaikan 
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laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa setiap tahap penyaluran 

kepada bupati. 

 Reje Kampung Tensaran memaparkan dalam pelaporan pelaksanaan 

pembangunan: 

“Iya, setiap pembangunan yang telah dilaksanakan harus dibuat SPJ dalam 

rangka memberikan keterbukaan dalam pengunaan anggaran dana desa 

untuk apa saja yang telah dipakai. Dalam SPJ harus sesuai dengan 

aktivitas kegiatan, karena jika salah akan tidak diterima oleh pihak yang 

berwenang. maka akan menjadikan masalah bagi kampung.”
38

 

Hal demikian juga disampaikan oleh kaur pembangunan Kampung 

Tensaran: 

“ dalam akhir pelaksanaan kami membuat laporan pertanggungjawaban  

dua kali dalam 1 tahun, yaitu semester 1 dan semester akhir dan mulai 

tahun 2018 kabupaten aceh tengah dalam pelaporan keuangan sudah 

menggunakan melalui aplikasi SISKUDES (Sistem Keuangan Desa)”
39

 

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) dalam setiap kegiatan pembangunan 

harus memiliki LPJ, karena LPJ adalah hal yang tidak bisa terlepas dari segala 

kegiatan dalam pembangunan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi 

pengunaan anggaran dana desa. Sebagai pemerintahan desa dalam pelaksana 

kegiatan pembangunan desa dalam membuat SPJ harus sesuai dengan dengan 

DPA yang telah dibuat agar sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. 

e. Pertangungjawaban 

      Dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa reje menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung kepada bupati 

setiap akhir tahun angggaran, laporan tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan 
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pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung 

ditetapkan dengan peraturan kampung. Peraturan kampung tentang laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung terdiri dari laporan 

realisasi  semester 1 dan laporan realisasi semester akhir, laporan penyerapan dan 

capaian output tahap 1 dan laporan penyerapan dan capaian output tahap II 

(khusus dana kampung yang bersumber dari APBN. 

 Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

pembangunan disampaikan kepada bupati melalui camat dengan tembusan pada 

dinas pemberdayaan masyarakat. Dan laporan tersebut paling lambat diserahkan 

paling lama pada 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. 

Berikut merupakan wawancara terhadap Kaur pembangunan mengenai 

pertanggungjawaban: 

“Dalam pertannggungjawaban reje melaporkan kegiatan kepada masyarakat pada 

tiap tahun berjalan, anggaran kegiatan dilaporkan dalam bentuk musyawarah 

terhadap masyarakat. 

4.1.3  Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kampung 

Tensaran Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah 

 

Alokasi dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antardesa untuk mendanai kebutuhan desa 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta 

pelayanan masyarakat. Pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan memiliki 

nilai transparan, keadilan dan kejujuran sebagai bentuk transparansi dalam 
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pengelolaan dana desa. Undang-undang No 11 tahun 2016 pasal 1 telah dijelaskan 

bahwa dana desa adalah seluruh dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang 

serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 

pelaksanaan dan kewajiban hak dan kewajiban desa. 

Dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah 

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh daerah untuk 

membangun daerahnya sendiri dengan mengunakan sumber daya yang dimiliki. 

Dalam undang-undang disini sudah dijelaskan bahwa pemerintahan desa memiliki 

wewenang untuk membangun daerah dengan anggaran yang telah diberikan untuk 

memberikan peningkatan dan pengembangan bagi kampung. 

Menurut Soemantri dalam Andri Munawar bahwa persentase penggunaan 

alokasi dana desa ditetapkan sebanyak 70% untuk pembiayaan pelayanan publik 

dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya: 

a. Penangulangan kemiskinan diantarnya pendirian lumbung desa. 

b. Peningkatan kesehatan masyarakat diantaranya penataan posyandu. 

c. Peningkatan pendidikan dasar. 

d. Pengadaan infrastruktur pedesaaan seperti prasarana pemerintahan, 

prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran dan 

sosial. 

e. Penyusunan dan pengisian profil desa, penyedian data-data, buku 

administrasi desa dan lembaga kemasyarakatan. 

f. Pemberdayaan sumberdaya aparatur desa. 
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g. Menjaga kegiatan pelaksanaan 10 program PKK. 

h. Kegiatan perlombaan desa. 

i. Penyelenggaraan musyawarah desa 

j. Kegiatan bulan bakti gotong royong 

k. Peningkatan potensi masyarakat bidang keagamaan, pemuda olahraga. 

Sedangkan sisa 30% untuk biaya operasional pemerintahan desa yaitu 

untuk membiayai kegiatan penyelengaraan pemerintahan desa dengan 

priotas sebagai berikut: 

a. Peningkatan sumber daya manusia kepala desa dan perangkat desa 

meliputi pendidikan, pelatihan, pembekalan dan studi banding. 

b. Biaya tunjangan kepala desa, perangkat desa, tunjangan dan RT dan RW. 

c. Biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa. 

d. Biaya penyedian data dan pembuatan pelaporan dan pertangungjawaban.
40

 

Pengelolaan alokasi dana desa di Kampung Tensaran ini dikelola langsung 

oleh aparatur desa, kepala desa sebagai penanggung jawab program, sedangkan 

sekretaris desa sebagai ketua pelaksana program. Dalam hal ini pada tahun 2016 

Alokasi Dana Desa (ADD) yang dipergunakan untuk bidang pembangunan 

rambat beton. Berikut adalah grafik anggaran dana desa dari tahun 2016-2020: 
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Andri Munawar, “Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam 
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Baru: Universitas Islam Riau, 2019), h. 54. 
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Grafik 4.2 

Anggaran Dana Desa 2016-2020 

Sumber data: Kampung Tensaran (2021) 

Grafik 4.2 menunjukan sebagian besar dana desa untuk pembangunan fisik 

di alokasikan untuk pembangunan rabat beton dan gedung serbaguna. Rabat beton 

adalah sebuah pembangunan berbentuk jalan yang terbuat dari campuran batu-

batuan, pasir dan semen. Rabat beton biasa dibangun didaerah yang merupakan 

jalan kecil yang sering digunakan oleh masyarakat. Pembangunan rabat beton di 

Kampung Tensaran atas dasar kepentingan masyarakat setempat, dimana jalan 

rabat beton dibangun daerah pemukiman dan jalan kearah ladang masyarakat. 

Sedangkan gedung serbaguna adalah bangunan yang dapat dipergunakan oleh 

masyarakat umum, untuk berbagai macam kepentingan sesuai dengan kapasitas 

bangunannya. 

Hal ini tampak pada  pengalokasian dana desa pada  tahun 

2017,2018,2020.Pada tahun 2016 pembangunan fisiknya lebih menuju kepada 

pembangunan rabat beton, sebesar Rp.200.7 juta atau 79 % dari pembangunan 
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fisik lainya, dan ini merupakan visi dari Reje Kampung Tensaran pada tahun 

tersebut untuk memberikan peningkatan jalan di Kampung Tensaran. Sedangkan 

sisa  anggaran yang telah digunakan dalam pembangunan jalan digunakan untuk 

pembangunan lainya dalam pengembangan desa seperti drainase, rabat beton, 

MCK dan lain sebagainya. 

Berikut ini merupakan hasil wawancara dari bendahara Kampung 

Tensaran tentang fungsi pembuatan rabat beton: 

“Rabat beton ini adalah jalan yang digunakan masyarakat untuk keperluan 

jalan menuju ladang masyarakat, dan lorong-lorong yang sering digunakan 

masyarakat dalam kemudahan berkendaraan.”
41

 

Hal serupa juga disampaikan oleh masyarakat kampung Tensaran mengenai 

pemanfaatan pemabangunan fisik rabat beton: 

 “pembangunan ini sangat membantu, karena disesuaikan dengan   

kebutuhan masyarakat dikampung dan telah disepakati bersama. Sehingga 

mempermudah petani kampung mengakses jalan.”
42

 

Pada tahun 2017 diketahui bahwa adanya penurunan penerimaan dana 

desa yaitu sebesar Rp 437.4 juta sedangkan anggaran pada tahun sebelumnya 

berjumlah 486.2 juta pada bidang pembangunan, dikarenakan pada tahun 2016 

telah dialokasikan dana anggaran 79 % nya pada jalan, sehingga pada tahun ini 

anggaran lebih menuju kepada pembangunan fisik rabat beton, dimana rabat beton 

ini dibangun untuk kepentingan masyarakat umum yang ada di Kampung 

Tensaran yaitu rabat beton lanjutan produksi berjumlah Rp.125,8 juta rabat beton 

lorong peternakan Rp.71.7 juta, rabat beton lorong aman pojan Rp. 19 juta dan 

rabat beton Lorong Pak Idris Rp.89.6 juta total keseluruhan anggaran dana desa 

pada pembangunan rabat beton tahun 2017 adalah Rp.306.2 juta sedangkan untuk 
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pembangunan lainya dialokasikan kepada pembangunan fisik lainya seperti MCK, 

turap, dan lain sebagainya. 

Berikut adalah gambar pembangunan fisik rabat beton di Kampung 

Tensaran : 

Gambar 4.1Pembangunan Fisik Rabat Kampung Tensaran 

Sumber: Kampung Tensaran (2021) 

Gambar diatas merupakan pembangunan jalan menuju perkebunan 

masyarakat, yang pastinya pembangunan rabat beton di Kampung Tensaran 

memiliki nilai yang berdampak baik bagi kepentingan masyarakat Kampung 

Tensaran. karena memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membawa hasil 

pertanian mereka dan juga sebagai kemudahan berkendaraan dalam menuju 

wilayah perkebunan mereka. 

Dalam pengunaan anggaran tahun 2018 masih lebih menuju kepada 

pemeliharaan rabat beton, dimana gunanya pembangunan rapat beton yang telah 

dibangun pada tahun 2018 dirawat kembali, dikarenakan rabat beton sudah 



45 
 

 
 

banyak yang retak/berlubang akibat curah hujan dan pemakaian dari masyarakat 

Kampung Tensaran, dan ini menghabiskan banyak anggaran yaitu sebanyak 

Rp.228 juta, sedangkan pada pembangunan fisik lainya dibangun dalam 

kepentingan umum seperti MCK yang berjumlah Rp.169.3 juta, TPT Rp.37.1 juta 

drainase Rp.10.6juta dan lain sebagainya. 

Berikut hasil wawancara kepada bendahara  Kampung Tensaran atas 

fungsi dari pembangunan tersebut: 

“Dalam pembangunan awal, jalan yang dibangun mengalami kerusakan 

dikarenakan musim hujan dan pada masa itu belum dibuat drainase. 

Sehinga air banyak mengedap dijalan yang membuat jalan cepat 

berlubang, jadi pada tahun 2018 ini kami mengunakan anggaran untuk 

perehaban atau peningkatan jalan rabat beton di Kampung Tensaran.” 

Dari wawancara di atas,  dapat kita ketahui bahwa pembangunan pada 

tahun 2018 memiliki banyak fungsi bagi masyarakat. Seperti halnya dalam 

pembangunan drainase, merupakan pembangunan dalam menjaga pengaliran air 

yang lebih efektif agar air hujan tidak mengendap dijalan. Dan dalam peningkatan 

jalan merupakan bentuk sebuah tahapan evaluasi dalam memberikan perubahan 

bagi desa agar terus maju.
43

 

Pada tahun 2019 anggaran digunakan pada pembangunan rabat beton jalan 

produksi dan Jalan Sara Ine, dimana jalan ini yang sering digunakan masyarakat 

dalam mengambil hasil pertanian dan juga dalam pemakaian setiap harinya. 

Pada tahun 2020 anggaran dana desa dalam pembangunan fisiknya lebih 

besar kepada pembangunan gedung serbaguna. Hal ini disebabkan karena 
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pembangunan fisik seperti jalan/rabat beton, MCK, Drainase, saluran air dan 

lainya sudah baik. Sehingga anggaran dana desa tahun 2020 di alihkan kepada 

pembangunan gedung serbaguna yang menghabiskan anggaran Rp.358.2 juta. 

Selanjutnya pertanyaan yang sama diajukan kepada masyarakat Kampung 

Tensaran dalam mengenai fungsi dari rabat beton: 

“Menurut kami, jalan ini sangat penting bagi kami, karena  biasa kami 

gunakan dalam mempermudah membawa hasil dari pertanian kami.”
44

 

Jadi, dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

pembangunan infrastruktur di Kampung Tensaran pada tahun 2016-2020 lebih 

mengutamakan kepada pembangunan fisik untuk jalan/rabat beton yang nantinya 

akan berdampak bagi kepentingan masyarakat. Karena masyarakat Kampung 

Tensaran adalah masyarat mayoritas pertanian yang sangat membutuhkan jalan 

untuk mereka lalui ketika mengangkut hasil pertanian dan juga pembangunan 

jalan baik merupakan simbol dari kampung yang memiliki nilai pembangunan 

yang baik. 

4.1.4 Belanja Pembangunan Infrastruktur Kampung Tensaran Tahun 2020 

 Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang mempunyai masa 

manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah 

pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya untuk mempertahankan atau 
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menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.
45

 Pengertian 

tersebut sesuai dengan pengertian belanja modal menurut Undang-Undang Nomor 

71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi, menyebutkan bahwa belanja modal 

adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainya yang 

memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 

 Dalam belanja pembangunan di kampung tensaran sudah dibuat dalam RAB 

ataupun Rencana Anggaran Biaya, dimana memiliki tujuan sebagai penjalanan 

pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyakarat dan sesuai ketentuan 

yang telah direncanakan. Dan ini merupakan bentuk transparansi dalam 

pengunanaaan anggaran agar tidak terjadinya kesalahpahaman mengenai biaya 

anggaran dana desa. Berikut merupakan lampiran 4.1 contoh rencana anggaran 

dalam pembangunan rabat beton Kampung Tensaran pada tahun 2020. 

 Belanja modal dalam pembangunan di Kampung Tensaran, dalam lima 

tahun terakhir tepatnya pada tahun 2020 di sini pembangunan Kampung Tensaran 

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena anggaran 

sudah banyak digunakan dalam pembangunan infrastruktur desa pada lima tahun 

terakhir, sehingga pada tahun 2020 anggaran dana desa tidak berfokus pada 

pembangunaninfrastruktur desa. Kemudian pada tahun 2020 adanya pandemi 

covid-19 dimana dana desa digunakan juga sebagai bantuan untuk kebutuhan 

masyarakat di kampung tersebut. 
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Berikut Merupakan Grafik Dalam Pembangunan Infrastruktur Pada Tahun 2020: 

Grafik 4.3 

Pembangunan Infrastruktur Tahun 2020 

Sumber: KampungTensaran (2021) 

 Grafik diatas menunjukan sebagian besar dana pada tahun 2020  dalam 

pembangunan fisik dialokasikan untuk pembangunan gedung serbaguna sebesar 

88% yaitu Rp358 juta. Berikut adalah hasil wawancara dengan sekretaris 

Kampung Tensaran: 

 ”Pembangunan di Kampung ini berdasarkan hasil musrenbang, 

disesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak, dan dimana kampung ini 

tidak ada gedung serbaguna sehinga kami bangun yang nanti akan dipakai 

untuk kantor desa.”
46

 

 Dari hasil wawancara di atas dapat kita nyatakan bahwa anggaran pada 

tahun 2020 sangat besar kepada pembangunan gedung serbaguna, karena 

merupakan dari hasil musrenbang desa dan sesuai kebutuhan kampung dalam 
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pembangunan desa, sedangkan dalam pembangunan lainnya lebih kepada non 

fisik. Dikarenakan pada tahun 2020 adanya wabah corona, pemerintahan desa 

Kampung Tensaran memberikan peningkatan kesehatan agar menciptakan 

kampung sehat yang terhindar dari dari virus corona, dengan memberikan 

peningkatan kesehatan seperti pelaksanaan kegiatan kesehatan, pelatihan kader 

kesehatan, peningkatan keamananan  kesehatan dengan wajib memakai masker 

dan cuci tangan, pelaksanaan kegiatan rumah sehat dan segala bentuk yang 

bertentangan dengan kesehatan. Dan hal di atas juga dapat kita lihat dari grafik 

dibawah ini : 

Grafik 4.4 

Pembangunan Fisik Dan Non Fisik 

Sumber: Kampung Tensaran (2021) 

 Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa pembangunan pada tahun 2020 

lebih menuju kepada pembangunan fisik yaitu gedung serbaguna senilai Rp. 358.2 

juta. Dan pembangunan non fisik yaitu penyelenggaraan TPA Rp. 23.8 juta, 

Pembangunan 
fisik: 358 Juta 

Pembangunan 
non fisik:  
50.5 Juta 
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pelaksanaan kegiatan posyandu 14.5 juta. Pelatihan kader kesehatan Rp. 6 juta. 

Pelaksanaan kegiatan rumah sehat Rp. 1 juta dan penyelengeraan informal dan 

publikasi Rp. 5 juta. Dalam pembangunan fisik sangat besar kepada pembangunan 

gedung serbaguna, dengan fungsi sebagai tempat penyimpanan alat-alat kampung 

dan juga sebagai tempat kepentingan bagi masyarakat kampung. sedangkan dalam 

pembangunan non fisik pada tahun 2020 lebih menuju kepada peningkatan SDM  

kampung, seperti pelaksanaan kegiatan posyandu, pelatihan kader kesehatan, 

pelaksanaan kegiatan rumah sehat. Dan berikut adalah hasil wawancara  kepada 

sekretaris desa mengenai pembangunan non fisik : 

“Pada tahun 2020 anggaran pada pembangunan non fisik kami gunakan 

dalam peningkata kesehatan kampung dan juga dana desa kami gunakan 

sebagai BLT bagi masyarakat desa dalam masa pandemi, dikarenakan 

ekonomi masyarakat sangat menurun.”
47

 

 Dari wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan dana desa 

di Kampung Tensaran bergantung kepada kebutuhan masyarakat sehinga 

memberikan pembangunan yang efektif. 

4.1.5  Analisa Pengelolaan Dana Desa Pembangunan Kampung Tensaran 

 Dalam pengelolaan dana desa memiliki beberapa bagian penting sebagai 

tolak ukur pembangunan yang sudah efektif, mulai dari equity,equality, dan 

adequancy (cukup). Tujuannya adalah untuk memberikan kesesuaian kinerja 

dengan kegiatan yang dilakukan. 

 

 

                                                             
47

Wawancara dengan Sekretaris Kampung Tensaran, Jam 9.00 Tanggal 28 Juni 2021 
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a. Equity (keadilan) 

Equity (keadilan) berarti setiap masyarakat memiliki kesempatan yang 

sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
48

 Menurut M Umer 

Chapra dalam Idris, keadilan dalam bidang ekonomi menyangkut empat 

hal yaitu need fulfilment (pemenuhan kebutuhan), respectable source of 

earning (sumber penghasilan yang terhormat),  equitable distribution of 

income and wealth (distribusi penghasilan dan harta yang berkeadilan), 

dan growth and stability (perkembangan dan stabilitas).
49

 Penyaluran 

dana desa harus dilakukan secara adil dan merata sesuai dengan 

penganggaran yang disesuaikan oleh pemerintah. Dalam aspek keadilan  

pembangunan kampung Tensaran, memprioritaskan pada dusun yang 

lebih membutuhkan berdasarkan hasil musyawarah bersama, contohnya 

sepertidusun burmine yang memerlukan pembangunan rabat beton 

sebagai sarana untuk mempermudah masyarakat dalam beraktivitas, 

sehinga pembangunan pada tahun 2018 digunakan pada rabat beton.  

Sedangkan pada dusun burbiahmemerlukan pemeliharaan rabat beton 

yang dibangun pada tahun sebelumnya yang sudah rusak, sehingga pada 

tahun 2018 dusun burbiah hanya digunakan dalam pemeliharaan rabat 

beton.Adanya pembangunan dan peningkatan pada dusun burbiah dan 

dusun burmine memberikan penjelasan bahwa Kampung Tensaran 

memiliki aspek keadilan dalam pembangunan infrastruktur desa. 

                                                             
48

Mardiasmo,  Akuntansi Sektor Publik,(Yogyakarta: Andi, 2009). 

 
49

Idris, Hadist Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, Cetakan Ke-3, (Jakarta: 

Kencana, 2015), h. 31. 
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Berikut merupakan wawancara terhadap masyarakat Kampung Tensaran 

mengenai keadilan dalam pembangunan: 

Menurut saya, sudah baik. Karena aparat desa dalam membangun sesuai 

dengan keinginan masyarakat dan selalu mengadakan musyawarah tiap 

pengadaan pembangunan-pembangunan.
50

 

b. Equality (Pemerataan) 

Pemerataan  pembangunan adalah sebuah  pembangunan dilaksanakan 

secara merata dan adil pada setiap daerah, dengan tujuan adanya 

pertumbuhan positif yang terjadi dalam semua bidang ekonomi, sosial, 

budaya, infrastruktur dan bidang lainnya dengan akhir tujuan  

tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam aspek equality 

(pemerataan) pembangunan Kampung Tensaran sudah sesuai dengan 

kebutuhan desa, hal ini dapat kita lihat dari pembangunan-pembangunan 

fisik pada Kampung Tensaran, seperti pada pembangunan pada dusun 

burbiah pada tahun 2016 adanya pembangunan rabat beton dan adanya 

pembangunan drainase pada dusun burmine, hal ini sesuai dengan 

kebutuhan setiap dusunnya. Berikut adalah hasil wawancara  kepada kaur 

pembangunan  mengenai  pemerataan pembangunan: 

“dalam pemerataan pembangunan, kami melihat sesuai dengan hasil 

musyawarah, misalnya dusun burbiah memerlukan perbaikan jalan, dan 

dusun burmine memerlukan pembangunan drainase, maka kami 

menyesuaikan berapa anggaran sesuai dengan kebutuhan. 

                                                             
50

Musyawarah Terhadap Masyarakat Perwakilan Kelompok Pemuda Kampung Tensaran, Jum’at. 

Jam 9.00 WIB 
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c. Adequancy (Kecukupan) 

Adequancy (Kecukupan) adalah keadaan berkecukupan untuk maksud 

tertentu. Penyaluran dana harus memenuhi kebutuhan infrastruktur desa. 

Pengelolaan dana desa harus bertanggung jawab kepada masyarakat 

dengan prinsip transparansi pembangunan dalam setiap perencanaan dana 

desa yang dilakukan melalui pengadaan rapat atau musyawarah dewasa. 

Dalam aspek adequancy (kecukupan) dalam pembangunan Kampung 

Tensaran  sudah memenuhi kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur 

desa. Hal ini dapat dilihat seperti dalam pembangunan fisik pada tahun 

2016 adanya perencanaan pembangunan fisik drainase sepanjang 61 

meter, dan realisasi pembangunan pada pembangunan fisik dibangun 

drainase sepanjang 80 meter, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan 

infrastruktur di Kampung Tensaran memiliki kesesuaian dalam 

penggunaan anggaran dana desa.Berikut adalah tabel analisa pengelolaan 

dana desa pada pembangunan Kampung Tensaran: 
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Tabel 4.1 Analisa Pengelolaan Dana Desa Pembangunan Kampung Tensaran 

Tahu

n 
Musrembang 

 

Realisasi 

Pembangunan 

Efektivitas 

 

Equality 

(Pemerataan) 

 

Equity 

 (Keadilan) 

 

Adequansi 

(Kecukupan) 

2016 a. Dusun Burmine memerlukan 

drainase  di jalan Posyandu, 

sepanjang 61 meter. 

b. Dusun Burmine memerlukan 

pembangunan MCK , 

dengan volume 12 M 

c. Dusun Burbiah memerlukan 

rabat beton pada  Lr Amin. 

a. Pembangunan drainase pada 

    Dusun Burmine   + 80 M. 

b. Pembangunan MCK dengan 

    volume 12 M pada Dusun    

    Burmine. 

c. Pembangunan rabat beton 

    pada lr Pak Amin Dusun 

    Burbiah 

 

Perencanaan 

Pembangunan 

sesuai dengan 

realisasi 

pembangunan 

 

 

      

2017 a.  Dusun burbiah memerlukan 

     rabat beton pada lr Pak idris 

     dan lr Aman Fozan. 

b.  Dusun burmine memerlukan      

rabat beton pada Lr. 

Peternakan 

a. Pembangunan  rabat    

beton pada  lr Pak Idris dan 

Lr Aman Fozan 

b.   pembangunan rabat beton 

pada  Lr.peternakan 

 

Perencanaan 

Pembangunan 

sesuai dengan 

realisasi 

pembangunan 
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2018 a.  Dusun Burbiah dan   

     Burmine           

     memerlukan    peningkatan/ 

     perbaikan rabat beton 

b.  dusun burmine memerlukan  

pembangunan/pemeliharaan 

MCK umum 

c.  Dusun burbiah memerlukan 

pemeliharaan drainase 

a. Adanya peningkatan jalan 

    rabat beton pada dusun       

    bumine dan burbiah 

b. pembangunan dan 

pemeliharaan  MCK pada 

dusun burmine 

c. adanya peningkatan 

/pemeliharaan drainase 

Perencanaan 

Pembangunan 

sesuai dengan 

realisasi 

pembangunan       

2019 a.  Dusun burbiah memerlukan      

     jalan pada lr sara ine dan jln  

     produksi sebagai jalan  

     menuju perkebunan 

b. dusun burmine memerlukan 

pembangunan saluran 

drainase 

a. Pembangunan rabat beton  

    pada lr Sara Ine dan Jln  

    Produksi. 

b. pembangunan saluran 

drainase pada dusun burmine 

Perencanaan 

Pembangunan 

sesuai dengan 

realisasi 

pembangunan 

 

      

2020 a.  Dusun burbiah dan Dusun  

     burmine memerlukan    

     gedung serbaguna 

 

a. Pembangunan Gedung  

    Serbaguna 

Perencanaan 

Pembangunan 

sesuai dengan 

realisasi 

pembangunan 

 

      

Sumber:RPJM Kampung Tensaran
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 Dari tabel diatas disimpulkan bahwa equity dan equality  pengelolaan dana 

desa Kampung Tensaran sudah efektif. Kampung Tensaran memiliki prinsip 

keadilan dan kesetaraan dalam pembangunan, sehingga memberikan kesesuian 

terhadap keinginan masyarakat. Jika dilihat dari eduquancy (kecukupan) dalam 

masalah anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan, dikarenakan pemerintahan 

Kampung Tensaran sudah merencanakan berapa anggaran pada setiap dusunnya, 

sehingga dana desa mencukupi pada tiap tahun. 

4.2   Faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan Dana Desa dalam 

Peningkatan Infrastruktur di Kampung TensaranKabupaten Aceh Tengah  

4.2.1 Faktor Pendukung 

  

 Faktor pendukung terdiri dari dua kata yang memiliki arti berbeda yaitu 

faktor dan pendukung. Faktor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah keadaan, hal atau peristiwa yang ikut mempengaruhi atau menyebabkan 

terjadiya sesuatu.
51

 Faktor pendukung adalah faktor yang memfasilitasi perilaku 

individu atau kelompok termasuk keterampilan. Faktor ini meliputi ketersediaan, 

keterjangkauan sumber daya, komitmen masyarakat yang dapat mewujudkan 

kegiatan yang akan dilaksanakan. 

   Faktor pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam 

pembangunan fisik Kampung Tensaran, kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh 

Tengah:partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan, adanya 

bentuk transparansi dalam pengelolaan dana desa, kapasitas pemerintahan desa 

yang baik. Perencenaan pembangunan desa yang baik. 

                                                             
51

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses di http:/Kamusbahasaindonesia.org  

Pada Tanggal 18 Desember 2021 Pukul 18.00 WIB.   
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a. Partisipasi masyarakat  

Kampung Tensaran memiliki masyarakat yang ikut berperan  aktif dalam 

memberikan pengembangan bagi desanya. Dimana masyarakat selalu 

membantu aparatur pemerintahan desa dalam pembangunan. 

b. Kapasitas aparatur desa Kampung Tensaran 

Aparatur pemerintah  Kampung Tensaran memiliki keterampilan yang 

operasional dibidang mereka masing-masing, seperti operator desa yang 

memiliki kemahiran dalam mengunakan komputer dalam pembuatan 

surat-surat dalam kepentingan kantor ataupun keperluan masyarakat yang 

datang, dan Kepala Desa yang selalu memberikan arahan yang  baik agar 

terus memiliki kemajuan khususnya bagi Kampung Tensaran, dan juga 

aparatur pemerintahan desa yang memiliki nilai kedisiplinan yang tinggi, 

dikarenakan pemerintahan desanya kita lihat hadir tepat waktu ke kantor, 

memakai seragam yang telah ditetapkan, dan juga hadir dalam acara apel 

pagi tiap hari senin. 

 Dalam peningkatan kapasitas aparatur desajuga diadakan pelatihan 

kapasitas aparatur desa pada tiap tahunnya, dengan tujuan sebagai 

peningkatan kapasitas aparatur desa dalam proses pelaksanaan 

pembangunan. Dan denganya adanya pelatihan kapasitas aparatur desa  

meberikan sasaran pembangunan yang lebih terarah, dan membentuk nilai 

akuntabilatas dalam pengelolaan dana desa yang berdampak positif bagi 

pembangunan desa. 
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Berikut merupakan wawancara pada masyarakat kampung tensaran 

mengenai kapasitas aparatur desa: 

“sudah cukup baik, karena kita liat banyaknya peningkatan dalam 

pembangunan dikampung ini, seperti adanya pelatihan penanaman cabe, 

pelatihan kader kesehatan, dan adanya pembangunan-pembangunan fisik 

yang sesuai dengan keinginan masyarakat”
52

 

c. Transparansi pengelolaan dana desa 

Keteberbukaan Pengelolaan dana desa Kampung Tensaran melibatkan 

masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa sampai dengan 

tahapan penerimaan dan penyerahan hasil pembangunan. Dan hal ini 

dipaparkan oleh sekretaris desa mengenai tranparansi  pengelolaan dana 

desa: 

“Dalam setiap pembangunan yang akan di bangun di kampung ini, kami 

mengadakan musyawarah terlebih dahulu kepada masyarakat, biasanya 

seluruh aparatur desa, seluruh perangkat desa dan juga sejumlah 

masyarakat dikumpulkan dalam memberikan pendapat tentang 

pembangunan, biasanya seluruh  kepala dusun memberikan arahan 

kepada warga dusunnya tentang keperluan apa yang akan dibangun 

didusunnya, agar sesuai dengan kepentingan. Dan juga Segala bentuk 

kegiatan yang dilakukan dalam pembangunan kami mengumumkan 

dalam di papan pembangunan desa”
53

 

 Selanjutnya, hal serupa juga disampaikan oleh kepala desa mengenai 

transparansi dalam pengelolaan dana desa: 

“Dalam pelaksanaan pembangunan, kami mengadakan musrenbang 

setiap tahun untuk menentukan priotas tiap tahunya, dan disini Reje 

Kampung Tensaran memiliki RPJM dalam merencanakan 

pembangunan.” 

                                                             
52

Wawancara dengan masyarakat Kampung Tensaran, jam 15.00 Tanggal 8 januari 2022 
53

Wawancara dengan Sekretaris Kampung Tensaran, Jam 9.00 Tanggal 27 Juni 2021. 
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 Dari pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa dalam pengelolaan dana 

desa di Kampung Tensaran memiliki nilai transparansi yang baik karena selalu 

milibatkan dari kepentingan masyarakat dan memiliki perencanaan pembangunan 

yang  sesuai dengan keinginan masyarakat.Dan berikut adalah gambar bentuk  

transparansi pengelolaan dana desa: 

Gambar 4.2 Transparansi Pengelolaan Dana Desa 

 

  

 

 

 

    Sumber: Kampung Tensaran (2021) 

 Dari gambar diatas dapat kita ketahui keterbukaan pengelolaan dana desa di 

Kampung Tensaran terhadap masyarakat, dimana segala bentuk data kegiatan 

telah di catat dan dibuat pada papan anggaran pembangunan. 

4.2.2 Faktor Penghambat  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata penghambat 

diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat 

(merintangi, menahan, menghalangi).
54

 Jadi faktor penghambat adalah segala 

                                                             
54

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)). Diakses di http:/Kamusbahasaindonesia.org  

Pada Tanggal 18 Desember 2021 Pukul 18.10 WIB 
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sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi dan 

menahan terjadinya sesuatu. 

 Pada umumnya semua kegiatan pasti mengalami berbagai hambatan atau 

kendala-kendala, sehingga belum berjalan sesuai yang diharapkan. Biasanya, 

hambatan tersebut berasal dari aspek struktural dan aspek teknis. Aspek struktural 

yaitu proses pembangunan yang kurang memperoleh perhatian dari pihak 

manajemen tata kelola kampung setempat. Sedangkan aspek teknis artinya 

keberadaan dalam hal pembangunan infrastruktur desa belum ditunjang aspek-

aspek bersifat teknis yang sebenarnya sangat dibutuhkan, misalnya dana, sarana 

dan prasarana dan sumber daya manusia. 

 Hal berikut juga disampaikan oleh Reje Kampung Tensaran mengenai 

hambatan dalam pembangunan: 

“Dalam pembangunan desa hambatanya biasa terjadi karena sumber daya 

manusianya yang masih kurang baik, misalnya dalam pembuatan drainase, 

rabat beton terkadang dalam adukan semen masi kurang sesuai dengan 

ukurannya, sehinga bangunan cepat pecah. Dan dari segi lainya biasa 

diakibat dari faktor cuaca.”
55

 

 Dalam pembangunan  Kampung Tensaran memiliki tingkatan pembangunan  

yang sudah dikatagorikan dalam pembangunan baik, tetapi memiliki hambatan 

dalam beberapa hal pembangunan seperti: 

a. Dalam pembangunan fisik Kampung Tensaran adanya masalah dalam 

pembangunan jalan dalam pembebasan lahan oleh masyarakat desa tersebut, 

sehingga adanya jalan yang masih rusak. 
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Wawancara dengan Reje Kampung Tensaran, Jam 10.00 Tanggal 28 Juni 2021. 
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b. Adanya masyarakat yang belum berpatisipasi dalam pembangunan 

desatersebut. 

hal berikut juga disampaikan oleh bendahara Kampung Tensaran mengenai 

hambatan dalam pembangunan. 

“Biasanya hambatan terjadi karena faktor cuaca, ketika pembangunan desa 

sudah mulai terkadang curah hujan menghambat pembangunan. Dan faktor 

lainnya yaitu dikarenakan dari masyarakat sendiri yang tidak membebaskan 

lahan.”
56

 

 

Dari pemaparan di atas kita simpulkan bahwa dalam pembangunan 

diKampung Tensaran memiliki hambatan yang dikarenakan karena masyarakat 

sendiri yang  tidak memberikan pembebasan lahan, dan kejadian ini banyak 

terjadi disuatu daerah tertentu khususnya pada daerah perkampungan.  

Berikut adalah contoh  jalan yang sampai sekarang belum ada peningkatan 

dari tahun-tahun sebelumnya: 

             Gambar 4.3 Pembangunan Fisik Dusun Burmine 

 

 

 

 

 

      Sumber :Kampung Tensaran (2021) 

Dari gambar diatas kita lihat pembangunan jalan pada Dusun Burmine 

masih kurang efektif dari pada pembangunan Dusun Burbiah, jalan tersebut dapat 

kita lihat belum ada pembangunan yang sudah direnovasi dalam pembangunan 

                                                             
56

Wawancara dengan Bendahara Kampung Tensaran. Jam 9.00 Tanggal 28 Juni 2021 
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fisik seperti jalan dan belum ada pembangunan drainase. Sedangkan bisa kita lihat  

perbandingan pembangunan pada Dusun Burbiah pada pembangunan fisiknya: 

Gambar 4.4 

Pembangunan Dusun Burbiah 

 

 

 

                 Sumber: Kampung Tensaran (2021) 

Gambar diatas,  menjelaskan bagaimana perbandingan dalam pembangunan 

fisik di Kampung Tensaran. Dimana dipada Dusun ini mengambarkan tentang 

pembangunan yang efektif, sedangkan pada Dusun Burbiah memiliki hambatan 

dalam pembangunan dikarenakan dari masyarakat sendiri yang tidak memberikan 

izin dalam pembebasan lahan. Hambatan pembangunan memberikan nilai yang 

kurang baik bagi kampung, dikarenakan kunci dari keberhasilan desa adalah dari 

pembangunan desa yang sudah baik. Dikarenakan jika melihat pembangunan yang 

sudah baik, yang pastinya adanya pengelolaan dana desa yang baik. 
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BAB  V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dilakukan pada pengelolaan dana 

desa Kampung Tensaran Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan infrastruktur di Kampung 

Tensaran Kabupaten Aceh Tengah dinilai sudah efektif dari sisi hasil akhir 

pembangunan. Dilihat dari pembangunan kampung tersebut pada setiap 

tahunnya mengalami peningkatan dan perubahan, dalam penyelenggaraan 

pembangunan memberikan prinsip keadilan, kecukupan dan pemerataan, 

sehingga anggaran dalam pembangunan memadai sesuai dengan tujuan 

pembangunan. Pengelolaan dana desadi Kampung Tensaran dilaksanakan 

secara transparansi. Hal ini tampak dari sisi perencanaan, pelaksanaan     

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, yang bertujuan tidak 

adanya kesalahaan dalam pengunaan anggaran. Kemudian, dalam 

pengelolaan dana desa di Kampung Tensaran oleh pemerintahan desa 

digunakan berdasarkan kepentingan masyarakat atau sebagaimana yang 

dituangkan dalam hasil musrenbang. 

Faktor pendukung dalam pembangunan Kampung Tensaran adalah 

pemerintahan desa Kampung Tensaran memiliki prinsip keterbukaan pada 

penggunaan anggaran dan bertanggungjawab atas wewenang yang telah 

diberikan dalam mengelola dana desa. dan juga masyarakat sendiri 
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berpasipasi  dalam meningkatkan pembangunan-pembangunan di Kampung 

Tensaran. 

2. Hambatan yang dialami oleh Kampung Tensaran dalam pembangunan 

infrastruktur desa yaitu lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM),  selain itu, 

tantangan dalam pembangunan kampung Tensaran adalah  adanya kontrak 

sosial antara pemerintahan desa dengan masyarakat setempat seperti sebagian 

masyarakat tidak memberikan pembebasan lahan sebagai tempat 

pembangunan desa dan juga faktor cuaca yang memberikan kendala terhadap 

pembangunan. 

5.2 Saran  

1. Bagi Pemerintahahan Kampung Tensaran 

    Bagi Pemerintahan Kampung Tensaran diharapkan lebih meningkatkan 

pembangunan infrastruktur pada kampung Tensaran sesuai kebutuhan kampung, 

Dengan adanya pembangunan sesuai dengan kebutuhan akan menjawab 

tantangan-tantangan dalam masalah ketersediaan infrastruktur dasar yang 

menunjang aktivitas perekonomian warga. Peningkatan pengelolaan dana desa 

dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban, yang merupakan bagian yang penting bagi  pembangunan 

desa. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

    Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan kajian mendalam 

tentang prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur dasar. 
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NO Narasumber Pertanyaan Jawaban 

1 Kepala desa 1. Bagaimana proses 

perencanaan 

pembangunan? 

2. Bagaimana proses 

pelaksanaan 

pembangunan? 

3. Bagaimana proses 

tangung 

jawab/Pelaporan 

dalam pembangunan? 

4. Bagaimana sistem 

keterbukaan dalam 

pengunaan dana desa 

5. Apa saja fungsi  

pembangunan dalam 

pembangunan fisik? 

6. Bagaimana dalam 

kecukupan dana 

dalam setiap 

pembangunan 

7. Apa saja hambatan 

dalam pembangunan? 

 

1. Dalam pelaksanaan 

pembangunan, kami 

mengadakan musrembang 

setiap tahun untuk 

menentukan priotas tiap 

tahunya, dan disini reje 

kampung tensaran memiliki 

RPJM dalam merencanakan 

pembangunan. 

2. Pelaksanaan pembangunan 

menuju kepada hasil dari 

musyawarah masyarakat. 

3. setiap pembangunan yang 

telah dilaksanakan harus 

dibuat SPJ dalam rangka 

memberikan keterbukaan 

dalam pengunanaan 

anggaran dana desa 

4. setiap anggaran yang telah 

dipakai dalam pembangunan 

kami membuat papan 

anngaran yang di letak 

didepan kantor desa. 

5. membuatdesa lebih maju, 

misalnya seperti rabat beton. 

Memberikan kepuasan bagi 

masyarakat dalam 

pengunanaan jalan dalam 

mengangkut hasil pertanian. 

6. Menurut saya, alhadulillah 

dari beberapa tahun ini 

anggaran tidak ada kendala. 

7. Hambatan biasa karena dari 

faktor cuaca dan juga  

karena kurangnya SDM 

dalam memahami cara 

pembangunan yang baik. 



 
 

   
  

2 Bendahara 1. Bagaimana tahapan 

perencanaan 

pembangunan? 

2. Bagaiman proses 

dalam penatausahaan 

pembangunan 

3. Mengapa anggaran 

dari tahun 2016-2020 

lebih besar pada 

pembangunan fisik 

rabat beton? 

4. Apa saja kendala 

dalam pembangunan 

di desa tensaran? 

1. pembangunan yang ingin di 

bangun kampung tensaran 

ini berdasarkan dari 

kemauan dan kepentingan 

masyarakat yang akan 

dibangun setelah adanya 

musyararah desa 

2. segala kegiatan 

pembangunan kami 

mendatata seluruh 

pengeluaran dan pemasukan 

untuk dibuat laporan 

pembangunan 

3. karena rabat beton ini adalah 

jalan yang digunakan 

masyarakat untuk keperluan 

jalan menuju ladang 

masyarakat dan juga jalan 

yang dipakai sehari-hari. 

4. dikarenakan dari masyarakat 

sendiri yang tidak 

membebaskan lahan dan 

juga dari faktor hujan. 

3 Sekretaris  1. kenapa anggaran pada 

tahun 2020 lebih 

besar dalam 

pembangunan fisik 

gedug serbaguna 

2. bagaimana partisipasi 

masyarakat dalam 

pembangunan 

3. bagaimana 

transparansi dalam 

pengelolaan dana desa 

1. Agar memiliki tempat 

penyimpanan barang2 desa 

dan nantinya akan bisa 

dijadikan kantor 

2. Masyarakat dapat dikatakan 

yang royal dalam 

peningkatan pembangunan 

3. Segala bentuk kegiatan yang 

dilakukan dalam 

pembangunan kami 

mengumumkan dalam di 

papan pembangunan desa. 

4 Masyarakat 1. bagaimana menurut 

bapak, apakah 

memiliki kepuasan 

dalam pembangunan 

di desa ini? 

2. Apakah pemerintahan 

desa memberikan 

pengembangan dalam 

1. Iya, misalnya dalam 

pembangunan jalan, ini 

sangat penting bagi kami, 

karena  biasa kami gunakan 

dalam mempermudah 

membawa hasil dari 

pertanian kami 

2. Menurut saya, jika kita lihat 
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pengelolaan 

danadesa? 

3. Apakah pemerintahan 

desa mempunyai 

keterbukaan dalam 

penguanaan 

danadesa? 

4. Apa harapan ibu 

dalam pembangunan 

di desa ini 

idari tahun ketahunya , kami 

melihat selalu ada 

pengembangan. 

3. Iya, semua anggaran sudah 

di umumkan kepada 

masyarakat di papan 

anggaran . 

4. Semoga kedepanya dapat 

memberikan desa ini maju 

dan berkembang lagi. 



 
 

   
  

Lampiran Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Dengan Reje Kampung Tensaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Dengan Bendahara Kampung Tensaran 

 

 

 



 
 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Dengan Sekretaris Kampung Tensaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Bersama Aparatur Kampung Tensaran 

 

 

 

 



 
 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Bersama Masyarakat perwakilan kelompok pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Bersama Masyarakat perwakilan klompok miskin 



 
 

   
  

 

Wawancara bersama masyarakat perwakilan kelompok tani 

 

 

Wawancara bersama kaur pembangunan kampung Tensaran 



 
 

   
  

 

 

Wawancara bersama masyarakat pengelola BUMK kampung Tensaran 

 

 

 

Wawancara bersama ketua pemuda Kampung Tensaran 



 
 

   
  

 

Wawancara bersama masyarakat kelompok tokoh agama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
  

Lampiran 5.1 Rencana Anggaran Dalam Pembangunan Rabat Beton Kampung  

Tensaran Pada Tahun 2016: 

No Uraian Volume 
Harga 

Satuan 
Jmlh Total Ppn 10% 

Pph1,5

% 
Jmlh 

I Bahan  

1 Pasir beton 12.0 140.000 1.680.000  25.000 1.845.000 

2 Batu mangga 15.0 160.000 2.400.000  36.000 2.596.000 

3 Kerikil 19.0 140.000 2.660.000  39.000 2.839.000 

4 Kayu 2/2 12.0 30.000 360.000 18.000 5.400 413.400 

5 Tanah timbun 50.0 80.000 4.000.000  66.000 4.066.000 

6 Paku 10.0 18.000 180.000   198.000 

7 Papan Mall 12.0 40.000 480.000  7.200 487.200 

8 

Triplek 

plywodd 4.0 80.000 320.000 32.000  340.000 

9 Semen 191.0 60.000 11.460.000 1.146.000  4752.000 

  

II ALAT       

1 Timba cor 10 10.000 100.000 10.000  110.000 

2 Plangki 4 25.000 100.000 10.000  110.000 

3 Kereta sorong 2 400.000 800.000 80.000  880.000 

  

III UPAH       

1 Pekerja 93 80.000 7.440.000   7.440.000 

2 Tukang 10 100.000 1.000.000   1.000.000 

        

IV Op       

 Perencanaan 3     1.053.000 

 Pengawasan 2     680.000 

 Tim TPK       

 Ketua      150.000 

 Sekretaris      125.000 

 Angota      300.000 

      Total       12.000.000 

 



 
 

   
  



 
 

   
  

 



 
 

   
  

 



 
 

   
  

 

 



 
 

   
  

 



 
 

   
  

 


